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5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, implementasi
Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2022
Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak. Dalam upaya
pemenuhan hak pendidikan inklusif berdasarkan kepada Pasal 11 E
Huruf C yang menyatakan “Menyediakan pendidikan inklusif bagi anak
berkebutuhan khusus” di Kecamatan Koto XI Tarusan, maka dapat
disimpulkan bahwa:

1. Tidak ada sekolah inklusif yang terlaksana di Kecamatan Koto XI
Tarusan. Dengan ini memberikan fakta bahwasanya Peraturan Bupati
Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kebijakan
Pengembangan Kabupaten Layak Anak, terkhususnya Pasal 11 E
Huruf C yang menyatakan “Menyediakan pendidikan inklusif bagi anak
berkebutuhan khusus” hanya menjadi sebatas peraturan normatif saja,
tetapi belum bisa untuk diterapkan. Namun beberapa sekolah masih
tetap menerima ABK akan tetapi terbatas pada jenis kebutuhan
khusus tertentu (lambat belajar dan hyperaktif), tanpa adanya saarana
prasarana serta tenaga pengajar khusus yang mendukung.

2. Berdasarkan analisis siyasah dusturiyah Peraturan Bupati Nomor 7
Tahun 2022 Pasal 11 E Huruf C belum berhasil diterapkan dalam
pemenuhan hak pendidikan inklusif di Kecamatan Koto XI Tarusan,
yang dapat dilihat dari 3 aspek dasar siyasah dusturiyah yang belum
terpenuhi. Pertama tanggung jawab, kesiapan pemerintah dalam
merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, dan mengawasi
kebijakan tersebut; tanpa kesiapan ini, kebijakan berpotensi menjadi

simbolis dan gagal mewujudkan tanggung jawabnya.



Kedua, kemaslahan umat (maslahah ‘amah), disini pemerintah
belum bisa memberikan kemaslahatan kepada masyarakat,
terkhususnya pemeliharaan akal dan jiwa anak berkebutuhan khusus,
dikarenakan tidak tercapainya pengadaan sekolah inklusif.

Ketiga, aspek keadilan dan kesetaraan (‘adalah), Dengan
tiadanya pertimbangan sumber daya dalam pembentukan peraturan,
pemerintah terhalang memberikan hak pendidikan inklusif bagi anak
berkebutuhan khusus di Kecamatan Koto XI Tarusan, sehingga
memberikan ketidakadilan bagi kaum disabilitas, dan kesetaraan

dalam bidang pendidikan belum terlaksana.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat penulis sampaikan saran
sebagai berikut:

Pemerintah Daerah disarankan untuk menetapkan alokasi
anggaran khusus bagi penyelenggaraan pendidikan inklusif yang
dituangkan secara jelas dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
Alokasi anggaran tersebut perlu difokuskan pada penyediaan sarana dan
prasarana yang ramah disabilitas, seperti aksesibilitas bangunan sekolah,
media pembelajaran adaptif, serta alat bantu belajar bagi anak
berkebutuhan khusus (ABK). Selain-itu, anggaran juga perlu dialokasikan
secara berkelanjutan untuk program pelatihan dan peningkatan
kompetensi guru pendamping khusus agar mampu memberikan layanan
pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan ABK.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan segera
memberlakukan pendidikan inklusif di satuan pendidikan, didukung
dengan penyusunan kebijakan teknis, penyiapan sumber daya
pendukung, serta pelaksanaan pendampingan dan evaluasi secara
bertahap guna menjamin pemenuhan hak pendidikan yang setara.

Selain peran pemerintah, masyarakat juga diharapkan dapat

berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dengan



meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai disabilitas. Upaya
ini dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, maupun
kampanye publik yang bertujuan menghapus stigma dan pandangan
negatif terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK).

Disamping itu, sebagai refleksi bagi diri penulis pribadi, penulis
menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki berbagai keterbatasan,
baik dari segi ruang lingkup penelitian, metode yang digunakan, maupun
keterbatasan waktu dan sumber data. Oleh karena itu, penulis
menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat mengkaji permasalahan
yang sama dengan cakupan yang lebih luas, menggunakan metode
penelitian yang lebih beragam, serta melibatkan jumlah responden atau
objek penelitian yang lebih banyak agar hasil yang diperoleh dapat lebih

komprehensif dan mendalam.
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